
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEPALA DESA NGEMPLAK 
KECAMATAN KARTASURA 
KABUPATEN SUKOHARJO 

 
  KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMPLAK 

NOMOR: 050/24/II/2023 
 

TENTANG 
 

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DESA NGEMPLAK 

TAHUN 2023-2028 
 

KEPALA DESA NGEMPLAK, 
 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan  ketentuan  Pasal 9 Peraturan Bupati 

Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan 
Desa,  Kepala Desa membentuk Tim Penyusun Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Desa dan ditetapkan 
dengan Keputusan Kepala Desa; 

b. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengan Desa Ngemplak Tahun 
2023 - 2028, perlu membentuk  Tim Penyusun Rencana 
Pembangunan Jangka Menengan Desa Ngemplak Tahun 
2023 - 2028; 

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan 
Keputusan Kepala Desa; 
 

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 
mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 2757);Undang-Undang  Nomor  25 Tahun 2004  
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 
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2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700);  

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6841); 

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang 
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633); 

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 
Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 9); 

11. Peraturan  Daerah  Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 174); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 
Nomor 1); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 
2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 254); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 230); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 298); 
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16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 

tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal 
Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten 
Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 
2018 Nomor 45); 

17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9); 

18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 
tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40); 

19. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 5 Tahun 2018 tentang 
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa 
Ngemplak  Tahun 2018 Nomor 8). 
 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan :  

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa Ngemplak  Tahun 2023-2028, dengan 
susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Keputusan ini. 

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud 
Diktum KESATU sebagai berikut: 
a. melaksanakan kegiatan penyelarasan arah kebijakan 

pembangunan Kabupaten; 
b. melaksanakan kegiatan pengkajian keadaan desa; 
c. melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan RPJM 

Desa;  
d. melaksanakan kegiatan penyempurnaan rancangan 

RPJM Desa; 
e. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan 

tugas kepada Kepala Desa. 
KETIGA : Semua  biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa Ngemplak 

KEEMPAT  : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

 
Ditetapkan di Ngemplak 
pada tanggal 31 Januari 2023 
 

KEPALA DESA NGEMPLAK, 
 
 ttd 
 

            SLAMET 
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Lampiran : Keputusan Kepala Desa Ngemplak 
Nomor : 050/24/II/2023  
Tanggal  : 31 Januari 2023 
 

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 
DESA NGEMPLAK TAHUN 2023 – 2028 

 

NO.
  

NAMA JABATAN KEDUDUKAN 
DALAM TIM 

KETERANGAN 

1 2 3 4 5 

1.  Slamet Kepala Desa Pembina Memberikan arahan 
dan pembinaan 

2.  Endang 
Mulyangsih,SE 

Sekretaris Desa Ketua Bertanggung jawab 
atas pelaksanaan 
kegiatan 

3.  Sutanto Ketua Lembaga 
Pemberdayaan 
Masyarakat 

Sekretaris Bertanggung jawab 
dibidang 
kesekretariatan 

4.  Subur Suwahyo Perangkat Desa Anggota Bertanggung jawab 
sesuai dengan bidang 
tugasnya 

5.  Dyah Ika 
Setyawati 

Perangkat Desa Anggota Bertanggung jawab 
sesuai dengan bidang 
tugasnya 

6.  Dwi Susanto BKM Anggota Bertanggung jawab 
sesuai dengan bidang 
tugasnya 

7.  Retno Sundari KPMD Anggota Bertanggung jawab 
sesuai dengan bidang 
tugasnya 

8.  Jito Purwanto Tokoh 
Masyarakat 

Anggota Bertanggung jawab 
sesuai dengan bidang 
tugasnya 

9.  Surat Tokoh 
Masyarakat 

Anggota Bertanggung jawab 
sesuai dengan bidang 
tugasnya 

 
 

KEPALA DESA NGEMPLAK, 
 
 ttd 
 
 

          SLAMET 
 
 
 
 
 
 

 
 


